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Sanpai saat ini masih banyak teriadi pelanggaran

yang dapat merugikan dan bahkan mengancam keamanan dan

ketertiban dunia. Seperti halnya pembaiakan yang di-

lakukan oleh sekelonpok orang naupun di lokukan secara

sendiri-sendiri ada kalanya didukung oleh suatu negara.

Dengan sendirinya negara yang mendukung pembajakan

pesawat tersebut akan dlkecam oleh beberapo negara Iain

di dunia yangi snti terhadap segala bentuk terorisme.

Sebagaimana diketahui negara Libya selama ini
diang8ap sebagai basis terorisme, di rnana Libya dituduh

berulang kali sebaSai biang pembajekan dan peledakan

bon di beberapa tempat di dunia ini,
Untuk itu, naka Anerika Serikat sebagai salah

satu negara yang anti terhadap segala terorisme meng-

hendaki agar Libya menyerahkan orang-orang yang melaku-

kan berbagai penbajakan naupun pengeboman terhadap

tempat-tenpat tertentu yang dapat membahayakan keananan

dan ketert iban dunia. Sarnpai saat ini Libya tidak

melakukan penyerahan orang-orang yang dianggap dan di-
duga rnelakukan tindakan terorisne, karena nenang Libya

selalu rnenyangkal tuduhan tersebut. SehinSlga pada

akkhirnya PBB nelalui Dewan Keamanan turun tangan mem-

berikkan sanksi berupa sanksi embargo nelalui resolusi

Dewan Keamanon PBB No. 748 tanSgal 15 April 1992,



Terhadap pembajakan pesawat Pan Ao 103 ternyata

Dewan Keamanan PBB menerapkan kerenangannya untuk me-

nyelesaikan dengan menjatuhkan sanksi embargo pada

L ibya .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, naka per-

nasalahan yang dikenukakan adalah : Benarkah prosedur

yan8 ditempuh Desen Keananan PBB delam nenjatuhkan

sanksi enbargo (resolusi 748) terhadaP Libya berkaitan

dengan kasus pembajakan Pan An 103 ditinjau dari Hukun

I nt e rnas ional ?

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalan beberapa

tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 2 min88u

- Fase penSumpulan data : 3 ninggu

- Fase pengolahan data : I bulan

Pendekatan nasalah yang dipergunakan dalam me-

nyusun skripei ini adalah pendekatan sec&ra yuridis

normat if yang artinya pernaselahan yang diaiukan pada

skripsi ini dikaji nenurut sunber hukum internasional

yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan yang ada dalam

piagan PBB, Statuta Mahkamah Internasional yang ada

kaitannya dengan pernasalahan yang akan dikaji.
Da.ta yang dipergunakan dalam menyusun skripsi

ini adalah sumber data sekunder yang meliputi ketentu-



an-ketentuan dalam pis8an PBB, Statuta Mahkarnah Inter-

nasional dan hasil-hasil konvensi internasional dolarl

hal ini Konvensi Tohyo' Konvensi Den Haag' Konvengi

ti,lontreal dan sesuai resolusi No. 748.

. Pengunpulan data dalan skripsi ini di lakukan

denSan studi pustaka, yaitu nelalui mcnbaca bahan-bahan

kepustakaan, menginventarisasi dan nengklasif ikasiken

sumber data lalu dlkaltkan dengan pernasalahan yang ada

dalan skr ips i ini.
Pen8olahan data yang dipergunakan dalam skripsi

ini dilakukan denSan metode deduktif' yaitu suatu

metode yanS bertolak dari prinsip yang umum yanS di-
dasarkan poda bahan kepustakaan berupa ketentuan-ke-

tentuan hukun internasional, kemudian diterapkan pada

permaselahan yong aken dikaji, yang menghasilkan suatu

j awaban atas pernasalahan yang ada dalam skripsi ini.
SedanSlkon analisis datanya di lakukan dengan

metode kualitatif, dengan cara Denelaah ketentuan-ke-

tentuan yanS merupakan sumber hukun internasional dan

nerupakan aaaa-aaas hukun internas ionol .

Tujuan penul isan skripsi ini tidak lain edalah

untuk mengetahui cara &tau prosedur dalam menberikan

dan menetapkan suatu sanksi oleh Dewan Keananan ter-
hadap negara yaog melakukan pelanggaran terhadap ke-



tentuan hukum internas ional .

Hasil pokok penelitian dalan skripsi ini adalah

bahwa dengan adanya pembajakan Pesasat Pan Am 103

milik naskapai penerbanglan Amerika serik&t yang diduga

di lakukan oleh warga negora Libyar Dewan Keatnanan

nengeluarkan sanksi embargo terhadap Libya dengan

resolusi No. 748. Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam

nen8eluarkan resolusi No. 748 t idak lein di landasi oleh

pasal 37 ayat 2 piagarn PBB. Penyelesaian menurut pasal

37 ayat 2 piagan PBB dengan resolusi No, 748 baru di-
laksanakan setelah adanya t indakan-t indakan n€nurut

gasal 36 ayet 3 Piagam PBB yang pada dasarnya pertikai-

an yang di lakukan oleh dua negara harus diajuken oleh

pihak-pihak kepada l{ahkanah Internasional. Sebenarnya

Libya telah meninta pada Mahkamah Internasional aSar

menyelesaikan permasalahan yan8 nenyangkut negaranya

yang dituduh melakkukan peledakan terhadap peaawat Pan

Am 103. Nanun kasus yang diajukan ke Mahkanah Inter-
nasional tidak memperoleh tanggapan. Sebenarnya apabila

penyelesaian kasus itu diselesaikan oleh Mahkanah

Internasional , make berlakulah ketentuan pasal 94

Piagam PBB ysng pada intinya yang mengeluarkan ke-

putusan sanksi adalah Mahkamah Internasional, tetapi

dalarn kasus ini t idaklah denlkian' sanksi langsung

a



dikeluarkan oleh Dewan Keananan dengan dikeluarkannya

resolusi No. 748.

Perihal ketentuan atau sanksi yang terdapat

dalam resolusi No. 748 ysng dikeluarkan oleh Dewan Ke-

amanan tidaklah bertentangan dengan pasal 4l Piagan

PBB. Dengsn demikian, Dewan Keamanan dalam hal nenge-

luarkon resolusi No. 748 adalah dapat dan berwenang

dengan landasan pasal 41 Piagam PBB, tetEpi dalam kasus

Pan Am 103' penjatuhan sanksi lanSlsung dari Dewan

Keamanan adalah tidak tepat karcna seharusnya melalui

ketentuan pasal 36 ayat 3, 37 aydt 2, dan 94 
'.yat 

2

Piagam PBB. Apalegi menSingat Libya telah nengajukan

kasusnya untuk diselesaikan di Mahkanah Internasional.

Dari uraian di atas dapat disinpulkan bohwa

penbajakan pesawat Pan An 103 dap8t nentganSSu keasranan

internasional. PBB sebagai badsn internasional yan8l

bertujuan nemel ihara perdamaian neni I iki organ-orBan

yang m€npunyai kewenengan masing-nasing antara lein

Dewan Keamanan. Saleh satu kewenangan Dewan Keananan

mengeluarkan resolusi sesuai dengan ketentuan pasal 4l

Piagam PBB. Nanun kewenangan nengeluarkan resolusi ter-
sebut tidaklah bersifat langsung karena harus nemenuhi

prosedur, yakni adanye pasal 36 ayet 3' 37 eyat 3 dan

94 ayat 2 Piagam PBB yang mana dalam kasus peledakan



pesewat Pan Am 103 prosedur ini tidak ditaati walaupun

Libya telah nengajukan kasus ini ke llahkamah Interna-

sional.

Dalasr hal ini dapet dikatakan, nelihat kewenang-

an dan substansi resolusi 748 yang dikeluerkan oleh

Dewan Keamanan PBBr dapat dikatahan berwenan8 untuk

nengeluarkannya karena dilandasi pasal 41 Piagem PBB'

Namun dalam prooedur atau tata cara adalah tidak tepat.

Dewan Keamanan Iangsung nengeluarkan resolusi tersebut

atas desakan Amerika Serikat, InSgrie dan Perancis

dengan alasan pihak Libya tidak menyerahkan kedua warga

negeranya yanSr dituduh sebagai biang keladi peledahan

pesawet Pan An 103.


